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Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of poverty alleviation programs in Nagari Sungai Pinang. This research analysis tool used the theory of community empowerment according to Jim Ife. The research methodology used a qualitative approach and case study, the techniques used observation, in-depth interviews, documentation studies and focus Group Discussion (FGD). This study showed that the poverty alleviation program Nagari Sungai Pinang cannot be said to be effective. Either the program was empowering or Charity because every program launched in Nagari Sungai Pinang has not followed the rules of empowerment, namely starting from the problem identification process, the program implementation process, and has not involved the community in managing and being in charge of the group for any assistance received.
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A.  PENDAHULUAN
Secara nasional kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang tetap eksis di tengah masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan tingkat ekonomi ini juga berhubungan dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan keamanan (Simanjuntak, 2010). Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan tidak ada penurunan walaupun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program pengentasan kemiskinan, baik bersifat charity (sumbangan) maupun pemberdayaan. Kabupaten Pesisir Selatan, angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dari data terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan belum efektif dalam penurunan angka kemiskinan.
Sungai Pinang adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini memiliki angka kemiskinan cukup banyak. Tahun 2020 KK miskin berjumlah 250 KK. Pada tahun 2021 angkanya meningkat berjumlah 300 KK. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan angka kemiskinan.
Secara umum program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah sampai ke nagari baik bersifat materil dan nonmateril. Program pengentasan kemiskinan bersifat materil seperti: bantuan rumah bedah berjumlah 65 unit, bantuan MCK masyarakat berjumlah 151 unit, bantuan seng masyarakat untuk 20 unit rumah, bantuan kilometer listrik berjumlah 50 unit, bantuan perahu dan mesin berjumlah 37 unit dan pada tahun 2021 akan ditambah sebanyak 30 unit, bantuan biduak pukek berjumlah 10 unit, terakhir bantuan jaring nelayan berjumlah 20 set. Sedangkan bantuan program pengentasan kemiskinan yang bersifat non-materil seperti: mengadakan pelatihan membatik mangrove, pelatihan pengolahan kopi mangrove, pelatihan jahit-menjahit (pembuatan alas meja, sajadah dan tempat tisu), dan terakhir pelatihan pembuatan makanan khas Nagari Sungai Pinang yaitu rakik maco lado hijau.
Masyarakat Nagari Sungai Pinang sudah cukup banyak mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah nagarinya. Namun, belum terlihat dampak program pengentasan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan di nagari. Maka dari itu menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang.
B.  METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi lebih dalam tentang pengelolaan program pengentasan kemiskinan, jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut. Melalui pendekatan ini, masyarakat Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai subyek penelitian bukan obyek. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih bersifat verbal dan emik.
Informan penelitian ini adalah pelaku program pengentasan kemiskinan, tokoh masyarakat dan KK miskin yang dipilih secara teknik purposive sampling, yakni dengan cara mencari informan-informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140). Adapun kriteria-kriteria informan tersebut yaitu masyarakat Nagari Sungai Pinang yang berstatus rumah tangga miskin, sudah lama menetap di Nagari Sungai Pinang minimal 10 tahun, orang-orang yang terlibat di dalam kepemimpinan nagari, baik dia sedang menjabat sekarang maupun yang menjabat sebelumnya dan dianggap mengetahui informasi mengenai efektivitas dan dampak program pengentasan kemiskinan.
Teknik dan proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok masyarakat dan pengelolaan program pengentasan kemiskinan di kawasan mandeh Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu masyarakat miskin Nagari Sungai Pinang, serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan di nagari.
Terdapat tiga tahap teknik analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan menggunakan prinsip analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yakni, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afrizal, 2014: 180). Pada tahap kodifikasi data, berbagai data atau dokumen mengenai program-program pengentasan kemiskinan yang sudah digelontorkan di Nagari Sungai Pinang dipisahkan dan diklasifikasikan ke dalam sumber yang sangat penting, sumber penting, dan sumber tidak penting. Begitu juga, hasil wawancara dengan para informan dipilih mana yang sekiranya memuat pernyataan-pernyataan penting berikut bisa dikaji lebih jauh. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, berbagai data penting yang dipilih sebelumnya disajikan untuk dianalisis.
 
C.  STUDI PUSTAKA
Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena keinginan oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997: 137) dalam Asfi & Wijaya (2016: 258). Ada beberapa bentuk kekurangan itu seperti kurangnya akses ke air yang aman, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, pengetahuan dan pendapatan dasar untuk standar hidup yang layak.
Menurut (Chambers, 1995) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable. Bahkan konsep ini lebih luas dari hanya hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar basic needs atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemikiran lebih lanjut safety net, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.
Menurut (Edi Suharto, 2009) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal:
a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Jadi pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih berkesinambungan. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai kondisi, yang secara potensial dimiliki. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa strategi berikut:
1. Berbasis Individu yaitu pemberdayaan yang memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada petani tentang pengolahan lahan yang baik agar hasil pertanian yang diolah mendapatkan hasil yang baik.
2.  Berbasis kelompok yaitu pemberdayaan yang memanfaatkan lingkungan desa. Dimana masyarakat membuat desa mereka menjadi tempat wisata. Sehingga menciptakan kondisi desa yang indah dan bersih.
3. Charity adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memberikan bantuan sukarela kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan charity ini memiliki banyak bentuk program sebagai berikut: Corporate philanthropy, atau pemberian secara langsung dalam bentuk hibah tunai, donasi atau barang. Cause promotions, yaitu pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial. Corporate social marketing, yaitu upaya perusahaan memberi dukungan pada pembangunan atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Socially responsible business practice, yaitu pengadopsian dan pelaksanaan praktik-praktik bisnis dan investasi yang memberikan dukungan pada permasalahan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan.
4. Berbentuk Program seperti PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga miskin.
Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effectiveness yang memiliki makna berhasil. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Sehingga efektivitas itu adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Singkatnya efektivitas merupakan upaya tertentu atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.
Menurut Adisasmita (2011: 170) efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda. Secara umum efektivitas adalah sejauh mana setiap program itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pedoman pembentukan kelompok usaha bersama untuk mendapatkan modal usaha dalam rangka menanggulangi kemiskinan, yang dikeluarkan oleh kementerian Sosial Republik Indonesia (2010), diharapkan yaitu; memotivasi keluarga fakir miskin agar mampu meningkatkan pendapatnya, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan dan mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife. Menurut Jim Ife (2006: 130) dalam pemberdayaan ada dua konsep penting dalam melihat masyarakat yang tidak berdaya yaitu karena tidak memiliki kekuatan (power) dan karena kurang beruntung (disadvantaged). Jim Ife (2006: 140) menjelaskan supaya masyarakat dapat diberdayakan harus ada kekuatan seperti: pertama, kekuatan atas menentukan kebutuhan sendiri, disini dalam proses pelaksanaan pemberdayaan hendaknya pengetahuan, pengalaman dan kebudayaan lokal mereka harus dihargai dan diakui, contohnya: dalam mata pencaharian masyarakat nagari sungai pinang yaitu mereka budayanya kelaut, pengetahuan dan pengalamannya itu ke laut menangkap ikan. Disitu kita melihat bahwa bantuan bahwa yang mereka butuhkan adalah perahu, bukan kambing karena mereka tidak membutuhkan kambing. Disini mereka juga tidak memiliki pengetahuan beternak kambing. Kedua, kekuatan atas gagasan dan berekspresi, dalam proses pelaksanaan pemberdayaan hendaknya harus diberikan kebebasan berpendapat, berpikir dan didikte. Dalam memberikan bantuan program kemiskinan, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan, misalnya karena mereka seorang nelayan jadi berikan perahu jangan berikan kambing. Ketiga, kekuatan atas sumber daya, dalam proses pelaksanaan pemberdayaan kita harus memikirkan sumber daya yang dimiliki masyarakat miskin, sumber daya ini bisa berupa uang dan non uang (keterampilan, pengetahuan) contohnya: dalam memberikan bantuan seperti ternak kambing, di sana kita harus memperhatikan apakah mereka memiliki sumber daya dalam beternak kambing, misalnya apakah uang untuk membangun kandang tersedia dan pengetahuan serta keterampilan cara memelihara ternak kambing tersebut. Keempat, kekuatan aktivitas ekonomi, disini dalam proses pelaksanaan pemberdayaan kita harus memberikan akses kontrol dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin tersebut. Seperti dalam proses memberikan bantuan kambing, apakah sudah meningkatkan ekonomi mereka, ternyata tidak, hal ini disebabkan mereka bukan membutuhkan kambing, tapi jaring pukek untuk menangkap ikan.
D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut dipaparkan hasil penelitian beberapa program nasional berdasarkan era pemerintahan di Indonesia, tetapi tidak semua jenis bantuan sampai ke setiap desa.
1.  Program PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi)
Pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Program ini berlaku di seluruh wilayah RI termasuk juga Nagari Sungai Pinang. Pada era program PDM-DKE ini Nagari Sungai Pinang mendapatkan bantuan dalam bentuk charity dan program pemberdayaan. Program charity atau dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras, atau yang disebut dengan beras miskin (raskin). Beras miskin disediakan sebanyak KK miskin yang ada di nagari, dengan isi 30 kg setiap paket (karung). Harga untuk satu kilonya saat itu adalah seribu rupiah. KK miskin yang mendapatkan bantuan menebus beras dengan harga Rp1000; per kilonya. Saat itu harga beras per kilonya sekitar Rp3000-an. Masyarakat memang membutuhkan bantuan tersebut saat itu, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras, masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan finansial.
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan jenis raskin ini dilakukan oleh pemerintahan desa. Menurut beberapa informan yang saat itu terlibat di pemerintahan desa, bahwa program Raskin dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Kegiatan menentukan siapa yang akan menerima dilakukan pemerintah desa, dan pendistribusian beras miskin kepada kepala keluarga yang menerima juga dilakukan oleh pemerintah desa.
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam program raskin ini mengalami beberapa kendala waktu itu, diantaranya adalah dari sisi pelaksanaan teknis. Pertama, distribusi beras ke masyarakat, di mana titik kumpul beras saat itu ada di kecamatan. Tidak ada penyediaan dana pendamping untuk distribusi beras miskin dari titik kumpul ke masyarakat sasaran. Saat itu titik distribusi akhir beras dari bulog di Tarusan. Pemerintah nagari (pemerintah desa saat itu) butuh biaya untuk mengambil beras dari Tarusan ke Sungai Pinang), sehingga biaya tersebut dibebankan kepada penerima. Dengan demikian harga seribu rupiah tidak bisa diterapkan, karena ada biaya tambahan dalam distribusi beras.
Kedua, paket beras yang diberikan tidak sama banyaknya dengan jumlah KK miskin yang ada di desa/nagari, sehingga pemerintah desa/nagari sulit untuk membagikannya ke masyarakat miskin. Ada yang tidak mendapatkan beras lalu banyak keluarga miskin yang komplain kepada pemerintah desa/nagari, sehingga sering terjadi konflik antara pemerintah desa/nagari dengan masyarakat dalam proses distribusi beras miskin tersebut. Selain itu, dengan Rp1.000-Rp1.500, masyarakat miskin masih kesulitan dalam penyediaan dana untuk menebus beras tersebut. Dengan durasi waktu yang tidak begitu lama (biasanya satu minggu), keluarga miskin juga kesulitan untuk menyediakan uang, sehingga sering keluarga yang telah diperuntukkan tidak mengambil alokasi beras yang telah disediakan untuknya. Untuk menyediakan uang sebesar Rp45.000 dalam waktu tiba-tiba ternyata keluarga miskin juga tidak memiliki kemampuan. Hal ini juga terkadang menyebabkan pemerintah nagari terpaksa memindahkan alokasi jatah beras kepada keluarga lain. Hal itu dilakukan karena pemerintah desa/nagari juga mesti menyetorkan uang kepada Bulog sebagai penyedia beras paling lama satu minggu setelah beras diantar ke titik distribusi.
Informasi dari beberapa keluarga miskin mengatakan bahwa program beras miskin hanya memberikan keringanan dalam hal membeli beras, tetapi terkadang harus membeli lagi, karena jumlahnya tidak cukup untuk makan dalam satu bulan. Masyarakat senang menerima beras miskin, namun jika tidak ada beras miskin ini bukan berarti masyarakat tidak bisa membeli beras. Program ini dirasakan masyarakat lebih sebagai meringankan harga saja, karena bukan beras gratis. Program seperti ini bila dilihat dari tujuan mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan tentu masih jauh.
Selain bantuan dalam bentuk pemberian barang juga diberikan pemerintah waktu itu dalam bentuk program. Bantuan dalam bentuk program yang mengatasnamakan pemberdayaan antara lain program bantuan ternak kambing berjumlah 100 ekor. Program bantuan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Menegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam bantuan yang diberikan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sistem pengelolaanya yaitu dibentuk kelompok sebanyak 20 kelompok dalam kelompok tersebut terdiri dari empat orang. Bentuk penyelenggaraan kelompok ini didampingi oleh pihak pemerintah desa/nagari.
Tujuan program bantuan kambing ini sebagai upaya pemerintah nagari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin bisa untuk meningkatkan dan membantu ekonomi keluarganya serta menurunkan angka kemiskinan di Nagari Sungai Pinang. Idealnya usaha ternak kambing sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan sebagian dari masyarakat di desa, dimana dengan ternak tersebut diperlukan adanya berbagai upaya-upaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam beternak. Beternak kambing memiliki peranan dalam tiga aspek yaitu aspek ekonomis, biologi dan aspek sosial budaya masyarakat yang dimungkinkan adanya perkembangan pada ternak kambing (Sutama, 2004). Program bantuan ternak kambing merupakan salah satu program yang pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan pada masyarakat dalam bidang peternakan khususnya ternak kambing.
Berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam beternak kambing seperti disaat kelompok sudah dibagi, setelah itu bantuan kambing diterima oleh setiap kelompok tanpa difasilitasi kandang. Hal ini menyebabkan kambing itu berkeliaran di sekeliling kampung yang mengakibatkan masyarakat juga resah, karena semua tanaman yang ada di pekarangan rumahnya itu dimakan oleh kambing tersebut. Sehingga menimbulkan konflik pemilik kambing dengan masyarakat. Tidak lama kemudian kambing ini tiba-tiba diserang oleh virus yang menyebabkan kambing semua sakit perut, sehingga menyebabkan kambing itu mati mendadak dan mati semua.
Bantuan program kambing yang diberikan pada tahun 2003 tersebut tidak ada sisanya sampai saat ini. Jika peternak kambing ini berhasil akan merasakan efek nyata dari hasil pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak kambing yang sudah dilakoni tersebut. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada penghasilan rumah tangga di masyarakat, akan tetapi pada saat ini bantuan ternak kambing ini belum bisa dianggap sebagai sumber pendapatan bagi rumah tangga miskin dikarenakan adanya keterbatasan pembiayaan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang manajemennya.
Berpijak dari teori pemberdayaan, terlihat bahwa ada yang terputus dalam pelaksanaannya. Ide program bagus, tetapi dalam tahap pelaksanaan belum mengikuti kaidah yang memungkinkan program berjalan secara berkelanjutan. Dalam perencanaan masyarakat belum diajak, bagaimana mengatasi kebutuhan kandang, sehingga saat bibit kambing didatangkan kandang belum tersedia. Belum dilakukan pelibatan masyarakat dalam mengatasi kendala dimana pemerintah belum menyediakan bantuan secara lengkap. Bila yang dibantu hanya bibit kambing, maka untuk kebutuhan kandang mestinya disepakati dulu dengan masyarakat, barangkali masyarakat setempat punya solusinya dengan potensi yang mereka miliki. Kambing yang sensitif dengan iklim dan cuaca, tentu rentan diserang penyakit bila tidak mendapat perlakuan baik sesuai dengan kaidah budidayanya.
Program bantuan sapi pejantan, ini diberikan kepada masyarakat miskin berjumlah lima ekor. Program bantuan ini juga dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Tujuan dari program sapi pejantan ini untuk menghasilkan kualitas sapi yang unggul dan bernilai jual tinggi. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Adanya sapi pejantan yang digunakan untuk bibit, maka kualitas sapi yang ada di Nagari Sungai Pinang diharapkan menjadi lebih baik.
Berdasarkan ungkapan dari informan, bantuan sapi ini awalnya pemerintah menyampaikan bahwa bantuan sapi yang akan diberikan adalah jenis sapi simental. Pada saat sapi datang, jenis bibit sapi yang didatangkan adalah jenis sapi bali, itupun kualitasnya tidak bagus dan bertubuh kecil. Padahal masyarakat berharap bantuan sapi yang didatangkan adalah jenis sapi simental. Pada tahap awal saja masyarakat sudah tidak puas dengan bantuan yang diberikan.     

Ide program bantuan sapi jantan ini sebenarnya bagus, dengan masuknya sapi jantan jenis simental, nantinya akan terjadi perkawinan silang yang akan meningkatkan kualitas dan nilai jual sapi yang dipelihara oleh masyarakat Nagari Sungai Pinang. Realisasi program tidak sesuai dengan rencana, maka hasilnya adalah program tidak terwujud. Padahal dengan datangnya jenis sapi bali yang didapatkan itu, sampai sekarang masih ada turunanya atau generasinya. Namun karena kualitasnya tidak bagus, maka ungkapan masyarakat adalah turunan sapi tersebut terlihat berbentuk kijang dan kurus. Disini masyarakat cukup merasakan kekecewaan terhadap bantuan yang tidak sesuai dengan ucapan atau iming-iming dari pemerintah nagari sendiri. Sehingga pengelolaanya tidak menentu dan kelompoknya juga tidak ada.
Terlihat bahwa realisasi program sapi pejantan yang diusung pemerintah yang tujuannya meningkatkan kualitas sapi lokal tidak terwujud. Hal ini disebabkan apa yang direncanakan tidak sama dengan yang direalisasikan, misalnya tidak sama jenis bibit yang dijanjikan dengan yang diberikan. Kemudian tidak jelas mekanisme kelembagaan yang melaksanakan kegiatan dan yang mengawasi serta mendampingi masyarakat peserta program. Alhasil program terputus karena masyarakat sendiri sejak awal tidak puas dengan kenyataan yang mereka temui. Tidak jelas juga sebenarnya keuntungan apa yang didapat dengan melaksanakan program seperti itu. Ketika sapi jantan dipelihara, tentu tidak akan menghasilkan anak, lalu belum jelas keuntungan yang diterima oleh keluarga miskin. Kita tahu bahwa keluarga miskin butuh uang dalam jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pada umumnya, keluarga miskin tidak mampu membeli sapi, ketika sapi jantan dipelihara diharapkan kawin silang dengan sapi unggul, sebenarnya sasaran tentu hanya untuk orang yang mampu, yang memiliki aset berupa sapi betina yang sedang produktif.
Ketiga, Bantuan program budidaya rumput laut. Program bantuan ini dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Program ini membantu bibit dan biaya penanaman rumput laut. Biaya ini merupakan bantuan lepas dari pemerintah, bukan dalam bentuk pinjaman. Yang menanam rumput laut waktu itu beberapa orang masyarakat di bawah koordinasi pemerintah desa/nagari. Secara budidaya penanamannya berhasil karena banyak rumput laut yang tumbuh. Saat itu juga belum banyak hama dan penyakit yang menyerang rumput laut. Namun, bantuan rumput laut diberikan dengan cuma-cuma saja karena bagaimana mengelola, siapa pengelolanya dan bentuk pengelolaannya tidak ada kejelasan, maka program ini tidak berjalan lagi setelah satu tahun.
Bantuan budi daya rumput laut ini sebelum diberikan belum melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola nya dan belum dibentuk kelompok yang bertanggung jawab mengelolanya. Pada tahun 2003 itu pasaran rumput laut ini juga belum jelas, sehingga bantuan budi daya rumput laut pada saat itu mengalami kegagalan. Selanjutnya pada tahun 2019 program bantuan budi daya rumput laut ini diberikan lagi oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Budi daya ini dikelola oleh kelompok selam ANDESPIN yang diketuai oleh David. Karena dikelola oleh kelompok selam ANDESPIN maka budi daya rumput laut ini sudah mulai cukup berkembang. Dikarenakan kelompok pengelolanya sudah banyak ilmu tentang budidaya rumput laut dan juga sering mengikuti sosialisasi dalam pengelolaan budidaya rumput laut tersebut. Untuk itu budidaya rumput laut pasarannya juga sudah jelas, bahkan tingginya permintaan dari pada penawarannya. Disaat permintaan banyak, budi daya rumput laut ini diserang oleh penyu yang mengakibatkan tanaman rumput laut ini habis dimakan oleh penyu. Sehingga program budi daya rumput laut ini berhenti, karena belum tau bagaimana cara mengatasi penyu tersebut.
Keempat, Program bantuan budidaya keramba ikan kerapu. Program bantuan ini juga diberikan pada tahun 2003 oleh Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sistem pengelolaannya sudah cukup baik, karena kelompok pengelolanya LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari). Saat itu ditunjuk oleh LPMN petugas penjaga keramba dua orang, sehingga keramba ikan kerapu ini berjalan dengan baik dan menghasilkan ikan yang produktif untuk dijual ke pasar. Akan tetapi, lama-kelamaan ikan ini semakin hari jumlahnya semakin berkurang, prasangka kelompok ikan ada yang mencuri. Tapi rasanya tidak mungkin karena ada dua orang petugas penjaga malam. Setelah diselidiki ternyata yang mencuri ikan tersebut adalah petugas penjaga malam itu sendiri. Alasan mereka mencuri ikan tersebut adalah gaji yang mereka dapatkan sangat kecil tidak sebanding dengan pekerjaannya, bahkan gaji itu sering terlambat untuk dibayarkan. Padahal budidaya keramba ikan kerapu ini sangat prospek untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Secara umum program pengentasan kemiskinan PDM-DKE cukup banyak diberikan kepada masyarakat, akan tetapi belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi. Program yang telah diberikan tersebut tidak menunjukkan keberlanjutan. Pada saat penelitian dilakukan program tersebut tidak meninggalkan bekas sedikitpun, yang didapat hanya informasinya saja Kegiatan yang dilaksanakan dalam program PDM-DKE juga belum mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Belum dilakukan pengukuran yang jelas tentang dampak program terhadap pengurangan angka kemiskinan di desa/nagari. Pemerintah nagari tidak memiliki data tertulis tentang pelaksanaan program PDM-DKE, serta dampak positif program tersebut terhadap pengurangan angka kemiskinan.
2.  
Program Kompensasi BBM
Pada pemerintahan Megawati program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan yaitu Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, Program Jaring Pengaman Sosial, Program Pemberdayaan. Programnya lebih dikenal dengan dana kompensasi BBM untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, dana kompensasi itu diambil dari dana kompensasi sosial. Dana kompensasi diberikan pada bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, transportasi, sarana air bersih, usaha kecil dan penanggulangan pengangguran.
Program pengentasan kemiskinan yang masuk ke Sungai Pinang tahun 2003 berkaitan dengan program Kompensasi BBM adalah antara lain: Pertama, BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Saat itu diminta pemerintah nagari menyampaikan data KK miskin yang ada di nagari, lalu didaftarkan sebagai penerima BLSM. Saat itu lebih kurang 200 KK mendapatkan program BLSM. Keluarga penerima mendapatkan bantuan sebanyak Rp150.000 per bulannya. Pembayarannya dilakukan sekali dalam dua bulan. Jadi masing-masing KK menerima Rp300.000 setiap periode penerimaan.
Permasalahan saat itu ada komplain beberapa kepala keluarga yang tidak menerima, mereka menganggap layak untuk mendapatkan program, namun saat itu data yang diterima sebagai peserta adalah KK miskin hasil pendataan BPS. Walaupun saat itu bantuan tersebut bermanfaat bagi KK miskin, tetapi dalam jangka panjang program ini tidak berdampak terhadap keluarnya KK miskin dari kondisi kemiskinannya. Umumnya dana tersebut digunakan keluarga untuk kebutuhan konsumtif. Karena dana tersebut tidak ada syarat digunakan untuk usaha produktif, maka tidak bisa disalahkan keluarga penerima bantuan menggunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
Kedua, program Raskin, yaitu bantuan beras untuk keluarga miskin. Program ini juga diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai KK miskin di Sungai Pinang. Keluarga penerima bantuan diberikan bantuan beras murah sebanyak 15 kg per KK. Penerima bantuan menebus beras dengan harga Rp 1500 per kg. Bantuan beras yang diberikan saat itu untuk 150 KK, sementara KK miskin yang ada lebih dari 150 KK. Maka pemerintah desa/nagari memberikan kepada KK yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi. Tidak semua KK miskin yang tidak mendapatkan bantuan dapat menerima keputusan pemerintah nagari dalam memutuskan siapa yang akan mendapatkan bantuan. Semua KK miskin merasa berhak menerima bantuan, padahal jumlah bantuan tidak sebanyak KK miskin. Bantuan yang diberikan lebih kepada “pelepas dahaga saat merasa haus”. Program tersebut berlangsung selama satu tahun. Program bantuan seperti ini tidak begitu berpengaruh terhadap keluarga penerima saat program dihentikan. 
3.  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
PNPM Mandiri merupakan sebuah program akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dalam pelaksanaanya, masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
PNPM mandiri ini juga ada di Nagari Sungai Pinang yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola oleh orang PNPM Mandiri langsung dari kecamatan dan ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan nagari ini ditentukan oleh anggota kelompok tersebut. SPP sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang menerapkan konsep pemberdayaan. Tujuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nagari, kegiatan SPP dari PNPM Mandiri Perdesaan yang dirasa mampu membantu untuk menciptakan dan mengembangkan usaha masyarakat khususnya kelompok perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan perdagangan, menjahit, mengolah kuliner rakik bada, dan membeli bibit pinang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sasaran dari program ini adalah para ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dan berpotensi usahanya dikembangkan dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, di mana dapat membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kegiatan SPP juga memiliki hambatan yaitu beberapa anggota kelompok kelompok SPP tidak tepat waktu dalam pembayaran cicilan atau kredit macet. Hal ini menyebabkan terhambatnya pencairan dana yang akan diterima selanjutnya. 
Pendapatan masyarakat anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang cukup rendah diarasa menjadi pemicu adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dengan suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, program Simpan Pinjam Perempuan diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Simpan Pinjam Perempuan yang berada di Sungai Pinang tidak bertahan lama disebabkan anggota kelompok banyak yang tidak membayar cicilan secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan ketua kelompok yang sering menutupinya terlebih dahulu apabila melakukan setoran ke pihak pendana Program PNPM Mandiri Perdesaan. Kejadian seperti ini tiap bulan dihadapi oleh ketua kelompok, sehingga ketua kelompok mengundurkan diri dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Permasalahan tersebut menyebabkan kelompok ini tidak berjalan lagi.
Selanjutnya program bantuan Raskin di era pemerintahan SBY, yaitu program beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Program ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kemiskinan. Program Raskin telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2009. Tujuan program Raskin yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (Kemenkokesra, 2014). Upaya ini dilakukan dengan penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga beras tebus Rp1.500/kg (Kemenkokesra, 2013).
Dalam pelaksanaannya, beberapa instansi pemerintah yang ikut terlibat, termasuk Kementerian Sosial. Semenjak tahun 2013 Kementerian Sosial merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) merupakan koordinator pelaksana disetiap provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Koordinasi (Tikor). Masing-masing Tikor memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, salah satunya yaitu melaksanakan sosialisasi Raskin dan monitoring dan evaluasi. Jadi, kesimpulan dari program pada era SBY di Nagari Sungai Pinang belum efektif untuk mengentaskan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan program yang diberikan kepada masyarakat itu tanpa ada pengelolaan yang baik dan program juga tidak sesuai dengan SDM yang masyarakat miliki.
4.      Program Membangun Desa dari Pinggir
Gagasan membangun desa dari pinggir (Nawacita Jokowi) lahir di tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Sehingga, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Oleh karena itu, ini dijadikan sebagai program utama atau tujuan dari pemerintah Jokowi dalam melaksanakan pemerintahannya.
Bantuan program pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan masih tetap berjalan di era pemerintahan Jokowi. Bahkan sudah dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Pinang, yaitu dengan menganggarkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya yang berprofesi nelayan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berupa memberikan bantuan biduak pukek dan perahu mesin yang nantinya bisa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.
Pertama, program bantuan biduak pukek. Bantuan biduak pukek ini diberikan pada tahun 2020 berjumlah 10 buah menggunakan anggaran dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sistem pengelolaannya dilakukan oleh pihak Nagari Sungai Pinang sendiri. Bantuan biduak pukek ini langsung dibagikan ke masyarakat miskin Nagari Sungai Pinang. Akan tetapi, biduak pukek yang diberikan kepada masyarakat sebagian kepada yang bukan bermata pencaharian nelayan sehingga menyebabkan biduak pukek ini tergeletak ditepi pantai begitu saja, bahkan ada yang sudah dimakan rayap dan ada sebagian yang mereka jual.
Kedua, program bantuan perahu dan mesin. Program Bantuan perahu dan mesin ini diberikan pada tahun 2020 berjumlah 37 buah menggunakan anggaran dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan Nagari Sungai Pinang. Sistem pengelolaannya dikelola oleh kelompok nelayan dan pemerintah nagari. Wali nagari merasa senang saat bantuan perahu ini diberikan karena jarring tersebut berhasil menangkap ikan dengan cukup banyak:

“Menjaring seperti itu disebut jariang garagai, jaring ini kategori talinya halus. Pada saat jariang garagai awal-awalnya lai manganai, setelah itu tidak ada manganai lagi jariang garagai tersebut. Sudah beberapa kali para nelayan melakukan jariang garagai tidak manganai lagi”
Hal ini menyebabkan nelayan tidak melakukan jariang garagai tersebut. Sehingga perahu itu sebagian cukup banyak yang terdampar saja di tepi pantai Sungai Pinang. Walaupun masih ada sebagian yang melaut dan ada yang menjual perahu bantuan tersebut. Sebagian besarnya banyak perahu bantuan tersebut yang “tidur” di pinggir pantai Nagari Sungai Pinang.   
Kedua, program bantuan PKH di Nagari Sungai Pinang. Ini adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan utama dibentuknya program PKH sejak tahun 2007 adalah untuk pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu; 1) daftar penerima PKH kurang valid; 2) rapat koordinasi antara masyarakat (ketua kelompok tiap nagari) dengan koordinator kecamatan belum berjalan dengan baik; 3) tenaga pendamping kecamatan masih kurang aktif.

Pada penerima bantuan program PKH di Nagari Sungai Pinang sering terjadi konflik yang disebabkan karena kecemburuan sosial. Konflik yang terjadi seperti warga yang mendatangi kantor wali nagari. Warga tersebut mengungkapkan kemarahannya dengan kalimat seperti:

“Manga ambo indak dapek, ambo kan miskin pulo”
Melalui program ini, pendapatan rumah tangga penerima PKH diharapkan meningkat. Apalagi saat ini sebagian biaya pendidikan anak sudah ditanggung program PKH. Diharapkan keluarga penerima manfaat bisa graduasi mandiri, yaitu keluar dengan sukarela sebelum habis persyaratan sebagai keluarga penerima. Namun, di Sungai Pinang hal itu tidak terjadi. Graduasi mandiri tidak ada, malah menciptakan masyarakat yang gemar berlabel miskin agar terus mendapatkan bantuan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini belum terimplementasi programnya dengan baik. Beberapa faktor penyebab seperti; 1) bantuan berupa uang tunai sering digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan gaya hidup; 2) Pendataan penerima PKH juga banyak yang tidak jelas, sehingga tidak tepat sasaran; 3) Distribusi pemberian bantuan tidak terkelola dengan baik, sehingga penerima tidak mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama; 4) Program PKH merefleksikan masyarakat yang bergantung terhadap bantuan sehingga output yang diharapkan seperti kemandirian berujung kepada ketergantungan.
Selanjutnya program dana desa yang merupakan implementasi dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP 6/2014 tentang Desa, dan dilaksanakan pada 1 Januari 2015. Dana desa merupakan legal formal pengakuan satu kesatuan dari sistem pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintah adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa. Dana desa merupakan dana bersumber dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan dalam mengentaskan kemiskinan.
Pengukuran efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan kegiatan dan program dalam RPJM Desa telah berjalan yakni pada periode 2017-2019 yang dikompilasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.  Rencana kerja Pemerintah Desa secara umum dibagi dua yakni program yang bersifat tindakan penyelamatan (rescue) jangka pendek dan program bersifat pemulihan (recovery) jangka menengah atau panjang. Program jangka pendek penggunaan dana desa (DD) dalam pengentasan kemiskinan seperti; bantuan tunai, bantuan permodalan, bantuan alat produksi (pertanian/perikanan), dan bantuan kesehatan. Sedangkan program jangka panjang pengentasan kemiskinan seperti; program bersifat bergulir, penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan SDM desa (Murdiansyah, 2014).
Di Nagari Sungai Pinang program pengentasan kemiskinan dari alokasi DD yang bersifat materil seperti: bantuan rumah bedah berjumlah 65 unit, bantuan MCK masyarakat berjumlah 151 unit, bantuan atap untuk masyarakat berjumlah 20 unit, bantuan meteran listrik berjumlah 50 unit, bantuan perahu dan mesin berjumlah 37 unit dan pada tahun ini akan ditambah sebanyak 30 unit, bantuan biduak pukek berjumlah 10 unit, terakhir bantuan jaring nelayan berjumlah 20 set. Bantuan barang ini dilakukan dengan mendata sesuai pantauan pemerintah nagari, berkoordinasi dengan wali kampong. Kepala keluarga terpilih lalu diserahkan bantuan sesuai jumlah yang ada. Bantuan diberikan sesuai ketersediaan dana, lalu setelah diberikan tidak ada lagi program pendampingan dan evaluasi terhadap program. Efektivitas program memang sulit diukur, karena tidak ada perencanaan yang jelas saat meluncurkan program, sehingga sulit mengukur efektivitasnya. Informasi dari berbagai sumber menunjukkan bantuan perahu tidak efektif, karena banyak perahu diberikan kepada keluarga yang tidak terbiasa menangkap ikan di laut, sehingga beberapa perahu itu dibiarkan menganggur saja. Ada juga perahu itu digunakan untuk angkutan pariwisata ke pulau terdekat, bukan untuk menangkap ikan. KK yang mendapat bantuan juga belum keluar dari daftar KK miskin di nagari.
Bantuan program pengentasan kemiskinan yang bersifat non-material seperti: mengadakan pelatihan membatik mangrove, pelatihan pengolahan kopi mangrove, pelatihan menjahit (pembuatan alas meja, sajadah dan tempat tisu), dan pelatihan pembuatan makanan khas Nagari Sungai Pinang yaitu rakik maco lado hijau. Pelatihan tersebut baru sebatas pengetahuan bagi peserta.
Berdasarkan informasi di atas bantuan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik. Namun, efektivitas dari bantuan yang diberikan masih belum teruji manfaatnya karena bantuan yang diberikan masih ada yang belum difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Efektifitas dari sebuah bantuan tidak hanya diukur dari manfaat bantuan itu, tetapi juga dari kualitas sebuah bantuan diberikan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta bantuan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. Banyaknya program pengentasan kemiskinan yang sudah diberikan pemerintah melalui program dana desa ini belum efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena bantuan diberikan belum dikelola dengan baik dari pemerintah nagari maupun masyarakat miskin yang sudah diberi bantuan. 
E.   KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang efektivitas program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang implementasinya begitu banyak program yang telah terlaksana di Nagari Sungai Pinang. Pertama, Program PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) pada era ini program yang digelontorkan seperti: beras raskin, sapi pejantan, kambing, budidaya rumput laut dan keramba ikan kerapu. Kedua, Program kompensasi BBM, pada era ini program yang digelontorkan seperti: BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), dan raskin. Ketiga, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri (PNPM Mandiri). Pada era ini program yang digelontorkan seperti: SPP (simpan pinjam perempuan) dan raskin, Keempat, Program Membangun Desa Dari Pinggir, pada era ini program yang digelontorkan seperti: bantuan biduak pukek, program perahu dan mesin, PKH, dan bantuan alokasi dana desa (bantuan bedah rumah, MCK, seng, meteran listrik, perahu dan mesin, biduak pukek dan jaring nelayan. Sehingga bisa dikatakan bahwa begitu banyaknya program pengentasan kemiskinan yang sudah digelontorkan belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang. Hal ini disebabkan karena setiap program yang digelontorkan di Nagari Sungai Pinang belum mengikuti kaidah dalam pemberdayaan yaitu dimulai dari proses identifikasi masalah, proses pelaksanaan program, serta belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penanggung jawab kelompok dari setiap bantuan yang diterima.
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